
WALI KOTA OORONTALO 

PROVINSI OORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA OORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANO 

PELINDUNOAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANO DISABILITAS 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA 

WALI KOTA OOROIVTALO, 

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan Warga Negar 

yang memiliki hak dan ktiwajiban, peran dan kedudulaiji 

yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1^4 

dan hak-hak tersebut wajib dilindungi; 

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan berneg^g 

Penyandang Disabilitas mgisib mengalami btubagai bentuk 

diskriminasi dan stigma sehingga bak-lriaknya belvutt 

sepenubnya terlindungi; 

c babwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Lndang-Unddne 

Nomor 8 Tabun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

Pemerintah Daerab wajib melakukan perencanain 

penyelenggaraan, dan €;valuasi tentang pelaksansan 

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas di Daerab; 

d. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakslud 

pada buruf a, huruf b, dan buruf c, perlu menetapk;an 

Peraturan Daerab tentang Pelindungan dan Pcimenuban Ijakt 

Penyandang Disabilitas; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Necgara Reputjlik 

Indonesia Tabun 1945; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Penyandang Disabilitas; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia Tahun 1945; 

WALi KOTA GORONTALO 

PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENT ANG 
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

c bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Und g 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabili 

Pemerintah Daerah wajib melakukan perencana I' 
penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanJan 

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Bak 

Penyandang Disabilitas di Daerah; 
I 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak,ud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetap an 

Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan ak 

WALi KOTA GORONTALO, 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan Warga Neg a 

yang memiliki hak dan kewajiban, peran dan kedudu an 

yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1 45 

dan hak-hak tersebut wajib dilindungi; 

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat 

Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai 
diskriminasi dan stigma sehingga hak-haknya 

sepenuhnya terlindungi; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerab-daerab Tingkat I I di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 19^9 

Nomor 74, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2014 Nomor 24-4, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab 

beberapa kali diubab, t(;rakbir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tabun 2023 tentang Peneta]Dan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 4 1 , Tambajian 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 2016 tentang Penyandbng 

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2016 Nomor 69, Tambaban Lembaran Ne^cLra 

Republik Indonesia Nomor 5871); 

Dengan Persetujuan Bersama 

E'EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEIRAH KOTA GOROIVTALO 

dan 

WALI KOTA GORC>NTALO 

MEMUTUSKA,N: 

Menetapktm : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN pAN 

PEMENUHAN HAK PENYANIDANG DISABILITAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyandang Disabilitas adalab setiap orsmg yang mengalami keterbata^an 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami bambatatj 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten ang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sula esi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 59 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon sia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Ne ara 

Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Un ' g 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2p22 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lernbaran Ne�ara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
I 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandr.g 

Disabilitas (Lembaran Negara Repub.lik Indonfsia 
Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Ne ara 
Republik Indonesia Nomor :5871); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE:RAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSK.AN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN 

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyandang Disabilitas adaiah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambaian 
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dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penub dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan bttk. 

2. Pelindungan adalab upaya yang dilakukan secara sadar untuk melinduigi, 

mengayomi, dan memperkuat bak Penyandang Disabilitas. 

3. Penghormatan adalab sikap mengbargai atau menerima keberadaan 

Penyandang Disabilitas dengan segala bak yang melekat tar pa berkurang. 

4. Pemenuhan adalab upaya yang dilakukan untuk memenubi, 

melaksianakan, dan mewujudkan bak Penyandang Disabilitas. 

5. Kesamaan Kesempatan adalab keadaan yang memberikan peluabg 

dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk 

menyalurkan potensi dalam segala aspiek penyelenggaraan negara dan 

masya]"akat. 

6. Diskriminasi adalab setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau 

berdampak pada pembatasan atau perdadaan pengakuan, penikmatab^ 

atau pidaksanaan bak Penyandang Disabilitas. 

7. Pemberdayaan adalab upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandrng 

Disabilitas dalam bentuk penumbuban iklim dan pengembangan potejnsi 

sehingga mampu tumbub dan berkembang menjadi individu atau 

kelompiok Penyandang Disabilitas yang tanggub dan mandiri. 

8. Derajat Disabilitas adalab tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas 

yang d isandang seseorang. 

9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan hagi Penyandang 

Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaEin kesempatan 

dalam segala aspek kebidupan dan pengh idupan. 

10. Habilitasi adalab proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang 

mengalami Disabilitas sejak labir untuk memastikan Penyandang 

Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengar 

kemampuannya secara spesifik sehingga dapat bersiktifitas da: 

berpartisipasi penub dalam semua aspek kebidupan. 

11. Rehabilitasi adalab proses pelayanan yang diberikan kepada seseorimg 

yang mengalami Disabilitas tidak sejak labir untuk mengembalikan (jLarj 

mempertabankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sebinkga 

dapat beraktifitas dan berpartisipasi penub dalam semua asjjek 

kebidupan. 
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dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan w ga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. l 
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindu gi, 

mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 

3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan 

Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tan.pa berkurang. 
4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memen hi, 

melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 

5. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang mernberikan pelu ng 
dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Dis.abilitas unruk 
menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan 

masyarakat. 

6. Diskrirninasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan atas dasar .Disabilitas yang bermaksud atau 

berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikma an, 

atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 

7. Pernberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyand g 
Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan pot nsi 

sehingga mampu tumbuh dan berkernbang menjadi individu ar:au 
kelornpok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. 

8. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya kead.aan Disabilitas 

yang disandang seseorang. 
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyand g 

Disabilitas dan orang sakit guna rnewujudkan kesamaan kesempa an 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
10. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang y 

mengal.ami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyand 
Disabilitas mencapai dan mengernbangxan kemandirian sesuai den an 

kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan 

berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 

11. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorf1g 
yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan 

mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandi.rian, 
sehinpa 

dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek 
kehidupan. 



12. Akomcdasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat i an 

diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua iqk 

asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas 

berdasarkan kesetaraan. 

13. Pelatihan Kerja adalab keseluruban kegkitan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitaS, 

disiplin, sikap dan etos kerja pada tirigkat keterampilari dan keablian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kuali l ikasi jabatan atau pekerjaan. 

14. Konsesi adalab segala bentuk potongan biaya yang diberikan qleb 

Pemerintah, Pemerintah Daerab, dan/atau setiap orang kepqda 

Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerinltah 

Daerab. 

15. Alat bantu adalab benda yang berfungsi membantu kemandiijian 

Penyar:dang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sebari-bari. |̂  

16. Alat bantu kesebatan adalab benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi 

anggota tubub Penyandang Disabilitas berdasarkan reknmendasi dari 

tenaga medis. 

17. Pelayanan Publik adalab kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dcin penduduk atas; barang, je sa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleb penyelenggara 

pelayanan publik. 

18. Unit Layanan Disabilitas adalab bagian dari suatu institusi atau lembagE. 

yang berfungsi sebagai penyedia layanari dan fasilitas untuk Penyandimg 

Disabilitas. 

19. Pemberi Kerja adalab orang perseorangan, pengusaba, badan bukum, a:at; 

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upa 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

20. Sistem Pendidikan Khusus adalab sisteni pendidikan bagi peserta didi<; 

berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan hag 

peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti prose 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektu; 

dan/atau sosial dengan tujuan untuk laiengembangkan potensi pesert^ 

didik stjcara optimal sesuai kemampuannya. 
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12. Akomcdasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat an 

diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak 

asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyanclang Disabilitas 
berdasarkan kesetaraan. 

13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, mempero eh, 

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
14. Konses.i adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan qleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, da.n/atau setiap orang kepkcta 

Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan 
Pemeri!lfah 

Daerah. 

15. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian 

Penyar.dang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

16. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan 
fudgsi 

anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi Jari 

tenaga medis. 

17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundtg­ 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, j,sa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga 

yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyand g 

Disabilitas. 
19. Pernberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, a au 

badan lainnya yang mempekerjakan tena.ga kerja dengan membayar un ah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

20. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistern pendidikan bagi peserta difik 
berkelainan yang berfungsi rnemberikan pelayanan pendidikan l:Jlgi 
peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti prores 
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelekt al 

dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi 

didik secara optimal sesuai kemampuannya. 
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2 1 . Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik; yang memilik 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa un :u|:(: 

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam sa lu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

22. Penyelenggaraan Pendidikan adalab kegiatan pelaksaneian komponen 

sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada ja iur 

jenjang: dan jenis pendidikan agar prose;s pendidikan dapat berlangsun^; 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

23. Fasilita s Pelayanan Kesebatan adalab suEitu tempat yang dijumakan un^u 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesebatan baik promotif, preveritif, 

kuratif maupun rebabilitatif yang dilakukan oleb Pemerintah Daeqab 

dan/atau masyarakat. 

24. Setiap Orang adalab perseorangan atau korporasi, baik yang berbac^a^ 

bukum maupun yang tideik berbadan bukaim. 

25. Pemerintah Daerab adalab Wali Kota sebagai unsur penyelenggkre 

Pemerintahan Daerab yang memimpin ptdaksanaan urusan pemerintal lap 

yang menjadi kewenangan daerab otonom. 

26. Daerab adalab Kota Gorontalo. 

27. Wali Kota adalab Wali Kota Gorontalo. 

28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang seslanjutnya disingkait DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerab yang berkedudukan sebagai unsujr 

penyelenggara Pemerintahan Daerab. 

29. Perangkat Daerab adalab unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dallaip 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerab 

BAB I I 

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Upaya mewujudkan penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas berlandaskan Pancasila dan Lndang-Undfins 

Dasar 1945. 

Pasal 3 

Pelindungsn dan Pemenuhan bak Penyandang Disabilitas berasaskan: 

,^a. pengbcrmatan terhadap martabat; 
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21. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidi an 

yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memi!liki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa un uk 

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam sat.u lingkun an 

pendid:ikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan kompo en 

sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada j ur, 

jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangs ng 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

23. Fasilita.s Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan un k 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Dae}ah 

dan/atau masyarakat. 

24. Setiap Orang adalah perseorangan atau. korporasi, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukurn. I 
25. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota. sebagai unsur penyelenggara 

Pemeri.ntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerint�an 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. I 
26. Daerab adalah Kota Gorontalo. 

27. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. I 
28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada/ah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unkJ! 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
[ 

29. Perangxat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kata dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daer 

BAB II 

LANDASAN, ASAS DAN TU JUAN 

Pasal 2 

Upaya mewujudkan penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan ak 

Penyandang Disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Und g 

Dasar 194!3. 

Pasal 3 

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: 

a. penghormatan terhadap martabat; I� ::' � .• 
::: : ') - u . 

I 

m� ,.. 
I 
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b. otonomi individu; 

c. tanpa Diskriminasi; 

d. partisipasi penub; 

e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 

f. kesamaan kesempatan; 

g. kesetaraan; 

b. aksebilitas; 

i . kapasitas yang terus berkembang dan ideutitas anak; 

j . inklusif; dan 

k. perlakuan kbusus dan Pelindungan lebib. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuban bak Penyandamg Disabilitas 

bertujuan: 

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan F'emenuhan bah: 

asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secar|E. 

penub dan setara; 

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuba 

bak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; 

c. meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang le|3ih 

berkualitas, adil dan bermartabat, serta mandiri; 

d. melindungi Penyandang Disabilitas daii penelantaran dan eksploitks: 

pelecehan dan segala tindakan diskrimiriatif, serta pelanggaran bak asaSi 

manusia; dan 

e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah 

Daerahi, dunia usaba dan masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenulqap 

bak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan. 

BAB I I I 

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 5 

(1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi: 

a. penyandang Disabilitas fisik; 

b. penyandang Disabilitas intelektual; 
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b. otonomi individu; 

c. tanpa Diskriminasi; 

d. partisipasi penuh; 

e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 
f. kesamaan kesempatan; 
g. kesetaraan; 

h. aksebilitas; 

1. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 
j. inklusif; dan 

k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 

bertujuan: 

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan tak 

asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara 

penuh dan setara; I 

b. menjarnin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuqan 
hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; 

c. meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang le ih 

berkualitas, adil dan bermartabat, serta mandiri; 

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, 
pelecehan dan segala tindakan diskrimir.atif, serta pelanggaran hak asasi 

manusia; dan I 

meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah 

Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalarn Pelindungan dan Pemenuhan 

hak Penyandang Disabilitas secara melernbaga dan berkelanjutan. 

BAB Ill 

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 5 

(1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi: 
a. penyandang Disabilitas fisik; 

b. penyandang Disabilitas intelektual; 

e. 
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c. penyandang Disabilitas mental; dan 

d. penyandang Disabilitas sensorik. 

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebaggdmana dimaksud pada ayat ( 

dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu larha 

yang ditetapkan oleb tenaga yang berkompenten di bidangnya sesuqi 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

TANGGUNG JAWAB PEMEFTNTAH DAERAH 

Pasal 6 

Tanggung jawab Pemerintab Daerab dalam Pelindungan Penyand^n^ 

Disabilitas, meliputi: 

a. membuat perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksan^a: 

Pelindungan dan Pemenuban bak Penyandang Disabilitas; 

b. meneta.pkan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan (jlaj: 

Pemenuban bak Penyandang Disabilitas; 

c. mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas dan 

memperkuat kerjasama dengan berbagai pibak untuk melakukan 

Pelindungan dan Pemenuban bak Penyandang Disabilitas; 

d. memberikan pengbargaan bagi masyarakat yang berperan serta 

dalam upaya Pelindungan dan l^emenuban bak Penyandxins 

Disabilitas; 

e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhaa 

bak Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerali; 

f. membina, memfasilitasi dan mengawasi f)enyelenggaraan Pelindungan ciaji 

Pemenuban bak Penyandang Disabilitas oleb masyarakat; 

g. memfasilitasi Pengembangan Diri terbadap Penyandang Disabilitas dalam 

Pelindungan dan Pemenuban bak; 

b. memberikan Edukasi kbusus kepada orang tua dan atau kelua-gia 

Penyandang Disabilitas terbadap Pelindungan dan Pemenuhan 

bak; dexi 

i. mendayagunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung Pelindungan 

dan Pemenuban bak Penyandang Disabilitas. 
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(2) 

c. penyandang Disabilitas mental; dan 

d. penyandang Disabilitas sensorik. 

Ragarn Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat I (1) 

dapat dialami secara tunggal, ganda, ata.u multi dalam jangka waktu 'ra 
yang ditetapkan oleh tenaga yang berkornpenten di biclangnya se!fuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABIV 

TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 6 

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 

I dan evaluasi pelaksanaan 

I 

kegiatan Pelindungan dan dan program, 

penyelenggaraan, 

kebijakan, b. meneta.pkan 

a. membuat perencanaan, 

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Penyand�g 
Disabilitas, meliputi: 

Pernenuhan hak Penyandang Disabilitas; 

c. mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas dan 

memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan 

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 

d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan 

dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak 

Disabilitas; 

s rta 

e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenu�an 
hak Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; I 

f. membina, memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan Pelindungan dan 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh masyarakat; 

g. mernfasilitasi Pengembangan Diri terhadap Penyandang Disabilitas dal 

Pelindungan dan Pemenuhan hak; 

h. memberikan Edukasi khusus kepada orang tua dan atau kelu 

Penyandang Disabilitas terhadap Pelindungan dan 

hak; dan 

i. mendayagunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung Pelindun 

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 
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BAB V 

HAK PENYANDANG DISABILITAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

Penyandang Disabilitas memiliki bak: 

a. bidup; 

b. bebas dari stigma; 

c. privasi; 

d. keadilan dan Pelindungan bukum; 

e. pendidikan; 

f. bak Pekerjaan, Kewirausabaan dan Koperasi; 

g. kesebatan; 

b. politik; 

i . keagamaan; 

j . keolabragaan; 

k. kebudayaan dan pariwisata; 

1. kesejaliteraan sosial; 

m. aksesibilitas; 

n. pelayanan Publik; 

o. pelindungan dari bencana; 

p. babilitasi dan Rebabilitasi; 

q. konsesi; 

r. pendataan; 

s. bidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleb informasi; 

u . berpindab tempat dan kewarganegaraan; dan 

V. bebas dari tindakan Diskriminasi, pienelantaran, penyiksaan, d^n 

eksploitasi 

Bagian Kedua 

Hak Hidup 

Pasal 8 

Hak bidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi bak: 

a. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; 

8 

BABV 

HAK PENYANDANG DISABILITAS 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal 7 

Penyandang Disabilitas memiliki hak: 

a. hidup; 

b. bebas dari stigma; 

c. privasi; 

d. keadilan dan Pelindungan hukum; 

e. pendidikan; 

f. hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Kope:rasi; 

g. kesehatan; 

h. politik; 

i. keagarnaan; 

J. keolahragaan; 

k. kebudayaan dan pariwisata; 

I. kesejahteraan sosial; 

m. aksesibilitas; 

n. pelayanan Publik; 

o. pelindungan dari bencana; 

p. habilitasi dan Rehabilitasi; 

q. konsesi; 

r. pendataan; 

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan 

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, d 

eksploi tasi 

Bagian Kedua. 

Hak Hidup 

Pasal 8 

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 

a. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk cksploitasi; 
,---+,r-,:., 
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b. bebas c.ari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pe:ngucilan; 

c. bebas liari penyiksaan, perlakuan dan pengbukuman lain yang kejajm], 

tidak manusiawi, dan merendabkan martabat manusia; dan 

d. mendapatkan perawatan dan pengasuban yang menjamin kelangsungjab 

bidupnya 

Bagian Ketiga 

Hak Bebas dari Stigma 

Pasal 9 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak bebas dari segala bentuk peleceban 

pengbinaan, dan stigma negatif peribal kondisi Disabilitasnya. 

Bagian Keempat 

Hak Privasi 

Pasal 10 

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi bak : 

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperollel: 

perlakuan serta Perlindungan yang sama sesuai dengan martapa 

manusia didepan umum; 

b. membentuk sebuab keluarga dan melanjutkan keturunan mela|u: 

perkav/inan yang sab; 

0 . pengbormatan rumab dan keluarga; 

d. mendapat perlindungan terbadap kebidupan pribadi dan keluarga; 

e. dilindungi kerabasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentjils 

komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi ki^sebatan. 

Bagian Kelima 

Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum 

Pasal 11 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak memperoleb keadilan dan 

perlakuan yang sama di badapan bukum. 

(2) Hak memperoleb keadilan dan perlakuan yang sama di badapan bukujm 

sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi: 

a. bak atas perlakuan yang sama di badapan bukum; - ,, I/ !::- ""' • - I 
� r-1 - , 

""' 
I 
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b. bebas c.ari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; 
c. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kej 

tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; dan 

d. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin 

hidupnya 

Bagian Ketiga 
Hak Bebas dari Stigma 

Pasal 9 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak bebas dari segala bentuk pelecehan 

penghinaan, dan stigma negatif perihal kondisi Disabilitasnya. 

Bagian Keernpat 

Hak Privasi 

Pasal 10 

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan 
mempero�eh 

perlakuan serta Perlindungan yang sama sesuai dengan martaliat 

manusia didepan umum; 

b. rnembentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan mel ui 

perkawinan yang sah; 

c. penghormatan rumah dan keluarga; 

d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; 

e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk 

komunikasi pribadi Iainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. 

Bagian Kelirna 

Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum 

Pasal 11 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak memperoleh keadilan d 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. J 
(2) Hak memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hu m 

sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi: I 

a. hale atas perlakuan yang sama di had apan hukum; 
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an 

b. dieikui sebagai subjek bukum; 

c. memiliki dan mewarisi barta bergerak atau tidak bergerak; 

d. mengendalikan masalab keuangan atau menunjuk orang unt|ul^ 

mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; 

e. memperoleb akses terbadap pelayanan jasa perbankan d 

nonperbankan; 

f. memperoleb penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan atas 

Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayain 

Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambil aliban bak milik 

memilib dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam 

bal keperdataan didalam dan diiuar p^engadilan; dan 

g. dilindungi bak kekayaan intelektualnya 

Pasal 12 

Hak dalam mengendalikan masalab keuangan atau menunjuk orang untak 

mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan sebagaimana dimaks ac. 

dalam Pasal 11 ayat (2) buruf d, untuk: 

a. memperoleb akses terbadap pelayanan jas a perbankan dan nonperbank^ 

dan 

b. mengendalikan masalab keuangan atau menunjuk orang untuk mewal^ 

kepentingannya dalam urusan keuangan. 

Bagian Keenam 

Hak Pendidikan 

Pasal 13 

(1) PenyandEing Disabibtas mempunyai bak dan kesempatan yang setEXE. 

untuk memperoleb pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dar 

jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar tanp 

diskriminasi. 

(2) Ketentuan mengenai bak memperoleb pendidikan sebagaimana dimakstic 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentu^ir 

peraturan perundsing-undangan. 

Pasal 12 

b. diakui sebagai subjek hukum; 

c. merniliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; 
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang 

mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; 
e. mernperoleh akses terhadap pel.ayanan jasa perbankan 

no:nperbankan; 

f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan a1as 
Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiaya , 

Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambil alihan hak mi ik; 

memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dal 

ha1 keperdataan didalam dan diluar pengadilan; dan 

g. dil:indungi hak kekayaan intelektualnya 

Bagian Keenam 

Hak Pendidikan 

Pasal 13 
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(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang set a 

untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, d 

jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ta 

diskrirninasi. 

(2) Ketentuan mengenai hak memperoleh pendidikan sebagaimana dimaks 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentu 

peraturan perundang-undangan. 

Hak dalam mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untlk 
mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, untuk: 

a. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbank 

dan 

b. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mew 

kepentingannya dalam urusan keuangan. 



11 

Bagian Ketujuli 

Hak Pekerjaan, Kewirausahagin, dan Koperasi 

Pasal 14 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak dan kesempatan yang s(bara untuk 

mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaba mandiri yang layak. 

Pasal 15 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk memperoleb informasi 

mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memu al 

mengenai jumlab Penyandang Disabilitas, us ia kerja, rageim Disabilitas 

dan kcmpetensinya. 

(3) Informasi sebagaimana dimaksud p»ada ayat (2) barus seldlu 

diperbabarui, dan dapat diakses dengan mudab oleli Penyandajng 

Disabilitas dengan cara yang aksesibel. 

Pasal 16 

(1) Perang;kat Daerab yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang 

ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dar 

penyadaran bak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepads 

Pemerintab Daerab, pelaku usaba dan masyarakat. 

(2) Peran§;kat Daerab yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bida|n^ 

ketena gakerjaan menyediakan sistem informasi yang menjamin: 

a. tersebarnya informasi mengenai lapamgan kerja dan ]Dotensi tenaiga 

kerja Penyandang Disabilitas kepada pemerintab, masyarakat, 

perusabaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan 

b. perrerintcib, masyaraikat, perusaibaan dan/atau penyedia lapangian 

kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja 

Penyandang Disabilitas. 

Pasal 17 

(1) Penyediaan kesempatan pekerjaan bagi Penyandang Disabilita$ 

dilaksanakan dalam bentuk: 

a. penyediaaan informasi tentang pekerjaan dilembaga pemerintab at^u 

msisyarakat; 
i� ::' ,,. ·� 

::: . '] 

=.- • -· r 
f 
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Bagian Ketujuh 

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi 

Pasal 14 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk 

mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak. 

Pasal 15 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh inform si 

mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja. 

(2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling scdikit mem at 

mengenai jumlah Penyandang Disabilitas, usia kerja, ragam Disabilit s, 

dan kornpetensinya. 

(3) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyand g 
Disabilitas dengan cara yang aksesibel. 

Pasal 16 

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bid 

ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi d 

penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kep 

Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. 

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang 

ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi yang menjamin: 

a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga 
kerja Penyandang Disabilitas kepada pernerintah, masyarakat, 

perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan 

b. perr.erintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia 
lapanJ 

kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga ke ·r Penyandang Disabilitas. 

Pasal 17 

(1) Penyediaan kesempatan pekerjaan bagi Penyandang Disabili as 

dilaksanakan dalam bentuk: 

a. penyediaaan informasi tentang pekerjaan dilembaga pemerintah at u 

masyarakat; 
J 
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b. penyediaan aksesibilitas untuk mengikuti pelatiban kerj a; dan 

c. penyediaan lapangan kerja sesuai dengan persyaratan. jabatan d8[n 

kujilifikasi pekerjaan yang diperlukan. 

(2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan se;bagaimana dimaksud pada aj[a1 

(1) buruf c barus memperbatikan faktor: 

a. jenis dan derajat Disabilitas; 

b. pendidikan; 

c. keterampilan; 

d. kejiebatan; 

e. formasi yang tersedia; dan/atau 

f. jenis atau bidang usaba. 

Pasal 18 

Pemerintab Daerab, perusabaan daerab, dan perusabaan swasta di Daerah. 

memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuban tenagi 

kerja deng8.n Disabilitas. 

Pasal 19 

(1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai bak dar 

kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatiban kerja dalam 

lingkungan yang aksesibel. 

(2) Penyandang Disabilitas berbak mengikuti pelatiban kerja yain^ 

diselenggarakan oleb lembaga pelatiban kerja pemerintab, swastEi 

maupun perusabaan, bak mendapatkan sertifikat pelatiban kerja setelEihi 

mengi]<uti program pelatiban kerja dan tenaga kerjgi Penyandang 

Disabilitas dapat mengikuti uji kompetensi untuk mendapEitkan sertifikat 

kompetensi, bak memperoleb Reliabilitasi vokasional setelsiti 

mendeipatkan Rebabilitasi medis, sosial dan/atau edukasional. 

Pasal 20 

Penyandang Disabilitas berbak memperoleb Pelindungan dan perlakuan 

yang setara dalam bal upab kerja sesuai dengan persyaratan 

pengupaban. 
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b. penyediaan aksesibilitas untuk mengikuti pelatihan kerj.a; dan 

c. penyediaan lapangan kerja sesuai dengan persyaratan jabatan d 

kualifikasi pekerjaan yang diperlukan. 

(2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada a at 

(1) huruf c harus memperhatikan faktor: 

a. jenis dan derajat Disabilitas; 

b. pendidikan; 

c. keterampilan; 

d. kesehatan; 

e. for:masi yang tersedia; dan/atau 

f. jenis atau bidang usaha. 

Pasal 18 

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan 

memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan ten ga 

kerja dengan Disabilitas. 

Pasal 19 

hak memperoleh Rehabilitasi vokasional kompetensi, 

(1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak d 

kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dal 

lingkungan yang aksesibel. 

(2) Penyandang Disabilitas berhak mengikuti pelatihan kerja y g 

diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swa tJ 

maupun perusahaan, hak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja setel 

mengikuti program pelatihan kerja dan tenaga kerja Penyand 

Disabilitas dapat mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifi 

mendapatkan Rehabilitasi medis, sosial dan/atau edukasional. 

Pasal 20 

Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pelindungan dan perlakuan 

yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan 

pengupahan. 
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Pasal 21 

(1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenajga 

kerja P'enyandang Disabilitas dalam bentuk usaba mandiri yang produktif 

dan berkelanjutan. 

(2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dilakukan dengan: 

a. upaya penguatan dan pengembangan usaba ekonomi Penyandaig; 

Disabilitas melalui kerjasama dan Fiemitraan dengan pelaku u s a i a 

dan Koperasi; 

b. mengikutsertakan pengusaba dengan Disabilitas dalam pameran 

prc'duk dan pemasaran; 

c. mengkoordinasikan pelaku usaba untuk mengalokasikan sebagi in 

proses produksi dan/atau distribusi produk usabanya kepada tenaga 

kerja Penyandang Disabilitas; dan 

d. memberikan pembinaan terbadap usaba mandiri dari aspjek 

manajemen, produksi, dan pemasaran. 

Pasal 22 

(1) Pemerintab Daerab memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilita 

untuk memperoleb bak dan kesempatan yang setara dalam mendapatk in 

akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga 

keuangan bukan perbankan milik Pemerintab Daerab maupiun swasta. 

(2) Lembaga keuangan perbankan dan/arau lembaga keuangan bukkn 

perbar.kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memlierikan akses 

pemodalan kepada pelaku usaba mandiri Penyandang Disabilitas seso ai 

ketentuan peraturan perundang-undangEin. 

Bagian Kedelapan 

Hak Kesebatan 

Pasal 23 

(1) Penyandang Disabilitas berbak mendapatkan layanan ke;sebatan yajig 

berkuEilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuban. 

(2) Layantm kesebatan yang berkualitas sebgigaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. sumber daya manusia; 
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Pasal 21 

(1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi ten'.1Fa 
kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produ tif 

dan berkelanjutan. 

(2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) 

dilakukan dengan: 

a. upaya penguatan dan pengernbangan usaha ekonom.i Penyanda g 

Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku us 

dan Koperasi; i 
b. mengikutsertakan pengusaha dengan Disabilitas dalam pameran 

produk dan pemasaran; 

c. mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagi 

proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga 

kerja Penyandang Disabilitas; dan 

d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek 

manajemen, produksi, dan pemasaran. 

Pasal 22 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabili s 

untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatk 

akses perrnodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau Jemba 

keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta. 

(2) Lembaga keuangan perbankan dan Zatau lembaga keuangan bukll 
perbar.kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan ak es 

pemodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas ses ai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 

Hak Kesehatan 

Pasal 23 

(1) 

(2) 

Penyandang Disabilitas berhak rnendapatkan layanan kesehatan y , 
berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 

Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) 

meliputi: 

a. sumber daya manusia; 
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b. obat; 

c. alat kesebatan; 

d. fasilitas pelayanan; dan 

e. j am inan kesebatan. 

(3) Pemenuban layanan kesebatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

meliputi: 

a. promotif; 

b. preventif; 

c. kuratif; dan 

d. rebabilitatif. 

Pasal 24 

(1) Pemerintab Daerab menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesebatjan 

yang aiksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliiputi: 

a. pelgyanan kesebatan dasar;dan 

b. pekiyanan kesebatan rujukan berupa pelayanan kesebatan spesialistlik 

(2) Pembe r i pelayanan kesebatan dasar mismberikan layanan keliling at ait 

kunjungan rumab bagi Penyandang Disa.bilitas yang mengjilami kesulitem 

mobilitas untuk memperoleb layanan kesebatan tingkat dasar. 

(3) Pemerintab Daerab dan pemberi pelayanan kesebatan menjanjiiiji 

ketersediaan informasi tentang pelayanan kesebatan yang bisa diakses 

oleb Penyandang Disabilitas terkait ketersediaan pelayanan kesebatjaiji 

terbaciap Penyandang Disabilitas. 

Pasal 25 

(1) Pemerintab Daerab memberikan bantuan dan atau memfasilitasi Alat 

Bantu Kesebatan berdasarkan kebutuban Penyandang DisEibilitas. 

(2) Pemberian Alat Bantu Kesebatan sebag;aimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleb Perangkat Daerab yang mempunyai tugas qap 

fungsi pokok di bidang Sosial. 

Pasal 26 

(1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin m(impunyai bak 

mendapatkan fasilitas pelayanan keseliatan sesuai ketentuan jamiqan 

kesebatan yang berlaku. 
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b. obat; 

c. alat kesehatan; 

d. fasiJitas pelayanan; dan 

e. jam:inan kesehatan. 

(3) Pemenuhan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

rneliputi: 

a. promotif; 

b. preventif; 
c. kuratif; dan 

d. rehabilitatif. 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersedia.an fasilitas pelayanan keseha 

yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi: 

a. pelayanan kesehatan dasar;dan 

b. pelayanan kesehatan rujukan berupa pelayanan kesehatan spesialis 

(2) Pernberi pelayanan kesehatan dasar mernberikan layana.n keliling a 

kunjungan rumah bagi Penyandang Disa.bilitas yang mengalami kesuli an 
mobilitas untuk memperoleh layanan kesehatan tingkat dasar, 

(3) Pemerintah Daerah dan pemberi pelayanan kesehatan menj in 

ketersediaan informasi tentang pelayanan kesehatan yang bisa diak es 

oleh Penyandang Disabilitas terkait ketersediaan pelayanan keseha an 

terhaciap Penyandang Disabilitas. 

Pasal 25 

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan a.tau memfasilitasi lat 

Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. 

(2) Pernberian Alat Bantu Kesehatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mernpunyai tugas 

fungsi pokok di bidang Sosial. 

Pasal 26 

(1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai 

mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jami 

kesehatan yang berlaku. 
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(2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dijamin dengan Jaminan Kesebatan Flbusus sesijiaj 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

(1) Jaminan Kesebatain Kbusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 aya 

(2) meliputi kebutuban kbusus PenyandEing Disabilitas. 

(2) Kebutuban Kbusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaik|ai|i 

dengan indikasi medis 

Pasal 28 

Ketentuan lebib lanjut mengenai Jaminan Kesebatan Kbusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanaican sesuai ketentuan Peratuijaiji 

Perundang- undangan. 

Bagian Kesembilan 

Hak Politik 

Pasal 29 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai bak dan kesempatan yang setjira 

dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, dan/atau melalui 

babasa isyarat, serta memperoleb informasi dalam bidang pemer intab^ 

pembangunan dan/atau kemasyarakatan. 

(2) Dalam kebidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan b|alj: 

dan kesiempatan untuk dipilib dan memilib. 

Pasal 30 

(1) Penyandang Disabilitas berbak mendirikan dan/atau ikut serta d a l ^ i 

organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Pemerintab Daerab dapat melakukan pendampingan organis^isli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningka.tan kapasitaS 

sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. 

(2) 
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Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaks1ud 
pada ayat (1) dijamin dengan Jaminan Kesehatan Khusus ses ai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

(1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 a at 

(2) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. 

(2) Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuai ,a� 
dengan indikasi medis 

Pasal 28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus 
sebagaimjl 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peratu I 

Perundang-undangan. 

Bagian Kesembilan 

Hak Politik 

Pasal 29 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang set1a 
dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, dan/atau melalui 

bahasa isyarat, serta memperoleh informasi dalam bidang 
pemerintah.blr 

pembangunan dan/atau kemasyarakatan. 

(2) Dalarn kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan ale 

dan kesempatan untuk dipilih dan rnemilih. 

Pasal 30 

(1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dal 
organis asi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan organis s1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasi as 

sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. 
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Pasal 31 

Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat olelk 

Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/al|au 

organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan progninji 

pembangunan pada tingkat keluraban, tingkat kecamatar, dan ting]ca1^ 

Daerab. 

Pasal 32 

(1) Pemerintab Daerab menyelenggarakan pendidikan politik secara berks la, 

terencana, terarab dan berkesinambungan bagi Penysmdang Disabilitas 

termasuk sosialisasi Pemiliban Umum dan/atau Pemiliban Kepiila 

Daerab yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang 

aksesibel. 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan pemberian inform^isi 

teknis, akomodasi dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilibjsiri 

umum yang aksesibel. 

Pasal 33 

(1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi dan/atau asistensi sebagaima|na 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), antara lain bisrupa: 

a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengjari 

keragaman Disabilitas; 

b. penyediaan interpreter babasa isyarat; 

c. penyediaan template (alat bantu pemungutan suara untuk tuna netr^); 

d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan 

e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagj Penyandaqig 

Disabilitas yang terkendala mobilitas. 

(2) Pemerintab Daerab memfasilitasi jDcmberian pelat.ban kepadE. 

penyelenggara Pemiliban Umum, Pemilibian Wali Kota, tentang tata CETE . 

pemberian layanan Penyandang Disabilitas dalam men§;gunakan bat: 

pilibnya. 

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (j2) 

Pemerintab Daerab bekerja sama dengan Komisi Pemiliban Umnrr 

Daerab. 
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Pasal 31 

Daerah memfasilitasi Pemerintah 

Penyandang Disabilitas melalui 
proses penyampaian pendapat o!eh 

keikutsertaan indiviclu dan/a au 

organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan progr 

pembangunan pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatar. dan ting at 

Daerah. 

Pasal 32 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan pemberian inform 

teknis, akomodasi dan/atau asistensi tentang penyelengga.raan pemili 
umum yang aksesibel. 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan 

terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilit 

terrnasuk sosialisasi Pemilihan Umurn dan/atau Pem.ilihan 

Daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi y g 
aksesibel. 

Pasal 33 

a 

1 

(1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi dan/atau asistensi sebagaim 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan aya.t (2), antara lain berupa: 
a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai 

keragaman Disabilitas; 

b. penyediaan interpreter bahasa isyarat: 

c. penyediaan template (alat bantu pemungutan suara untuk tuna netrr); 
d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan 

e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandrg 
Disabilitas yang terkendala mobilitas. 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelatihan kep a 

penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Wali Kota, tentang tata c 

pilihnya. 
(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud oada ayat ( ), 

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Um m 
Daerah. 
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Bagian Kesepuluh 

Hak Keagamajm 

Pasal 34 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk memeluk agama daiji 

kepercayaan masing-masing dan beribadab menurut agama dap 

kepercayaa nnya. 

Pasal 35 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk mendapatkan pelayanan 

sesuai denj^an kebutuban pada saat menjalankan ibadab menurut agama djan 

kepercayaa ny a. 

Pasal 36 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk berperan aktif dakim 

organisasi keagamaan. 

Bagian Kesebelas 

Hak KeolabragEian 

Pasal 37 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk melakukan kegiatan 

keolahragaan dan mendapatkan kesempatan menjadi pelalai 

keolahragaan. 

(2) Hak P<myandang Disabilitas untuk melakaikan kegiatan keciabragaan dlari 

mendeipatkan kesempatan menjadi pelaku keolabragaan sebagaimanii 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai bak untuk: 

a. memilib dan mengikuti jenis atau cat ang olabraga; 

b. memperoleb sarana dan prasarana keolabragaan yang mudjahi 

diakses; 

c. memperoleb pelayanan dalam kegiatan keolabragaan; 

d. memperoleb pengaraban, dukungaji, bimbingan, pembinaan djar. 

pengembangan keolabragaan; 

e. mendapatkan pengbargaan yang sama dalam kegiatan F:eolabragaar 

f. mengembangkan industri keolabragaan; dan 

g. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatar 
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Bagian Kesepuluh 
Hak Keagamaan 

Pasal 34 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memeluk agama 

kepercayaan masing-rnasing dan beribadah menurut agama 

kepercayaannya. 

Pasal 35 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelaya 

sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama 
kepercayaanya. 

Pasal 36 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk berperan aktif dal 

organisasi keagamaan. 

Bagian Kesebelas 

Hak Keolahragaan 

Pasal 37 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk melakukan 

keolahragaan dan mendapatkan kesempatan menjadi pel 

keolahragaan. 
(2) Hak Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan keolahragaan d 

mendapatkan kesempatan menjadi pelaku keolahragaan sebagaim 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk: 

a. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; 
b. mernperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mud 

diakses; 

c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; 

d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pernbinaan dan 

pen gem bangan keolahragaan; 
e. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahraga 
f. mengembangkan industri keolahragaan; dan 

g. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di serrr.ia tingkatan. 

I 
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(3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok dibidang 

olabraga memfasilitasi pengembangaji olabraga bagi Penyandang 

Disabilitas. 

Bagian Kedua Belas 

Hak Kebudayaan dan Pariwisata 

Pasal 38 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk memperoleb kesamami 

dan Icesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dialam kegiatjaiji 

kebudayaan, praktik adat daerab dan pariwisata. 

(2) Ketentuan mengenai bak untuk memperoleb kesamaan dan kesempatjaiji 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kebudayaan, praktik 

adat ciaerab dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatuj" 

dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 39 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk memperoleb Kesamaan 

Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usiiba pariwisata. 

menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembanguqaiji 

pariwisata. 

Pasal 40 

Perangkat Daerab yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bida[n^ 

kebudayaan dan pariwisata memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitafi 

dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata bagi Penyandang 

Disabilitas,, 

Bagian Ketiga Belas 

Hak Kesejahteraan Sosial 

Pasal 41 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak dan/atau kesempatan untuk 

mendapatFian: 

a. rebabilitasi sosied; 

b. jaminan sosial; 
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(3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok dibid g 

olahraga memfasilitasi pengembangan olahraga bagi g 

Disabilitas. 

Bagian Kedua Belas 

Hak Kebudayaan dan Pariwisata 

Pasal 38 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh kesam am 
dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegia an 

kebudayaan, praktik adat daerah dan pariwisata. 

(2) Ketent.uan mengenai hak untuk mempe:roleh kesamaan dan kesempa an 

untuk berpartisipasi secara aktif dalarn kegiatan kebudayaan, pr ik 

adat claerah dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia ur 

dengan Peraturan Wali Kata. 

Pasal 39 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh Kesam 
Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwis 

menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangu 
pariwisata. 

Pasal 40 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bid g 
kebudayaan dan pariwisata memfasilitasi partisipasi penyandang disabili as 

dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata bagi Penyandang 
Disabilitas. 

Bagian Ketiga Belas 

Hak Kesejahteraan Sosial 

Pasal 41 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesernpatan un uk 
mendapatkan: 

a. rehabilitasi sosial; 

b. jaminan sosial; 
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c. bantuan sosial; 

d. pemberdayaEin sosial; dan 

e. pelindungan sosial. 

CAOL K 

Pasal 42 

Rebabilitasii sosial sebagaimana dimedcsud dalam Pasal 41 buruf 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dar masyarakat melalui: 

a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Disabilitas; 

b. konsultcisi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas 

Penyandang Disabilitas; dan 

c. pemberiim alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi cjau 

partisipgisi sosial Penyandang Disabilitas. 

Pasal 43 

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 buruf b diberikan 

dalam bxmtuk bantuan langsung berkelanjutan. 

(2) Jaminan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan orang tuar|y^ 

yang tidak bekerja kerena mengurus anak dengan Disabilitas. 

Pasal 44 

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 buruf c dilaksanakan 

melalui bantuan untuk Pemenuban kebutuban dasar dan alat bantu adaptif 

Pasal 45 

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 bu r j f d d i l a k u k ^ 

dalam bentuk: 

a. pemberian motivasi; 

b. pelatiban keterampilan; 

c. pendampingan; dan 

d. pemberiim modal, peralatan usaba dan fasilitas tempat usaba. 

Pasal 46 

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 buruf 

dilaksanakan melalui bantuan: 

a. sosial; dim 

_b. bukum. 
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c. bantuan sosial; 

d. pemberclayaan sosial; dan 

e. pelindungan sosial. 

Pasal 42 

Rehabilitaai sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui: 

a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Disabilitas; 

b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas 

Penyandang Disabilitas; dan 

c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilita.s, fungsi an 

partisipasi sosial Penyandang Disabilitas. 

Pasal 43 

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 41 huruf b 
diberi�an 

dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan. I 
(2) Jaminan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan orang tu ya 

yang tidak bekerja kerena mengurus anak d.engan Disabilitas. 

Pasal 44 

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c clilaksanak 

melalui bantuan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar dan alat bantu adapti 

Pasal 45 I 

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf d dilakuk 1 
dalam bentuk: 

a. pemberian motivasi; 

b. pelatihan keterampilan; 

c. pendampingan; dan 

d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha. 

Pasal 46 

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e 
dilaksanakan melalui bantuan: 
a. sosial; dan 
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Pasal 47 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dtm fungsi pokok di bidang sosia 

melakukan penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaaar 

Rebabilitasi sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dpr 

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 . 

Bagian Keempat Belas 

Hak Aksesibilitas 

Pasal 48 

Pemerintab Daerab dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dar 

memfasilitasi Pemenuban aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bag: 

Penyandang Disabilitas. 

Pasal 49 

(1) Perwujudan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaimaig 

dimaksud pada Pasal 48 untuk memberikan kemudaban, keamantn 

keselamatan, kemandirian dalam bal menuju, memasuki dqr 

memanfaatkan fasilitas umum. 

(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. aksesiibilitas fisik; dan 

b. aksesibilitas non fisik. 

(3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a melipijiti 

aksesib:ilitas pada: 

a. kantor pemerintab di Daerab 

b. bangijnan umum; 

c. permukiman; 

d. alun-alun, pertamanan, dan permakaman 

e. sarana lalu lintas; dan 

f. sarana komunikasi. 

(4) Aksesitil itas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf h 

meliputi kemudaban dalam pelayanan informasi dan Npb 

Diskriminatif. 
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Pasal 47 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang sos 

melakukan penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaa 

Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, d 

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. 

Bagian Keempat Belas 

Hak Aksesibilitas 

Pasal 48 

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan d 

mernfasilitasi Pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran b gi 

Penyandang Disabilitas. 

Pasal 49 

(1) Perwujudan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaima 

dimaksud pada Pasal 48 untuk memberikan kemudahan, keaman 

keselamatan, kemandirian dalam ha! menuju, mernasuki 

memanfaatkan fasilitas umum. 

(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. aksesibilitas fisik; dan 

b. aksesibilitas non fisik. I 

(3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) huruf a melip ti 
aksesib:ilitas pada: 

a. kantor pemerintah di Daerah 

b. bangunan umum; 

c. permukiman; 

d. alun-alun, pertamanan, dan permakaman 

e. sarana lalu lintas; dan 

f. sarana komunikasi. 

(4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf 9 
meliputi kemudahan dalam pelayanan informasi dan N nl 
Diskriminatif. 



21 

Pasal 50 

(1) Semua Kantor Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (3) buruf a, barus dilengkapi dengan fasilitas dan 

aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(2) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) buruf h 

merupgikan bangunan yang digunakan untuk kepentingein umum qaiji 

sarana di dalam serta di luar bangunan. 

(3) Permuldnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) buruf c, baiju^ 

memilild aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(4) Alun-alun, pertamanan dan permakaman sebagaimana diinaksud dalAnji 

Pasal 49 ayat (3) buruf d, barus dilengkapi dengan fasilitas dan 

aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(5) Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) bunjf ^ 

merupaikan ja lan umum yang dilengkapi ciengan sarana berupa: 

a. rambu lalu lintas; b. marka ja lan; 

c. troto ar; 

d. guiding block; 

e. texture paving; 

f. hand grip; 

g. tutu]) selokan (grill); 

b. alat pemberi isyarat lalu lintas; 

i . alat ]Denerangan jalan; 

j . alat jpengendali dan pengaman pengguna jalan; 

k. alat ]Dengawasan dan pengamanan jalan; dan 

1. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabiliths 

(6) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 49 ayat (3) bumf f 

mempgikan sarana komunikasi adaptif, antara lain: 

a. teks dan babasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bja^ 

penyandang gangguan pendengaran; 

b. alat pengbasil suara atau bunyi tertemtu bagi penyandang ganggdedi 

penglibatan untuk memberikan instmksi atau arab di tempat umum 

dan 

c. alat bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang ganggujaiji 

motcrik dan mobilitas. 
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Pasal 50 

(1) Semua Kantor Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud dal 

Pasal 49 ayat (3) huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas 

aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(2) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) hu 

merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum an 

sarana di dalam serta di luar bangunan. 

(3) Perrnukinan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 49 ayat (3) huruf c, h s 

memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(4) Alun-alun, pertamanan dan permakaman sebagaimana dimaksud 

Pasal 49 ayat (3) huruf d, harus dilengkapi dengan fasilitas 

aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(5) Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) hu 

merupakan jalan um um yang dilengkapi dengan sarana berupa: 
a. ram bu lalu lintas; b. marka jalan; 

c. troto.ar: 
d. guidlng block; 

e. texture paving; 

f. hancl grip; 

g. tutup selokan (grill); 

h. alat pemberi isyarat lalu lintas; 

i. alat penerangan jalan; 

J· alat pengendali dan pengaman penggunajalan; 

k. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan 

I. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilit s. 

(6) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksu.d dalam Pasal 49 ayat (3) hu ff 

merupakan sarana komunikasi adaptif, antara lain: 

a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum b gi 

penyandang gangguan pendengaran; 

b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyanclang gan 

penglihatan untuk memberikan instruksi atau 

dan 

c. alat bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gan 
rnotorik dan mobilitas. 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai akvSesibilitas fasilitas umum dan 

perkantoran yang mudab diakses oleb Penyandang Disabilitas diatur 

dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Kelima Eielas 

Hak Pelayanan Publik 

Pasal 51 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk memperoleb Akomodasi _ 

Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa 

DiskriminsLsi. 

Pasal 52 

Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk memperoleb jDcndampingan 

penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudab diakses di temqat 

layanan publik tanpa tambaban biaya. 

Bagian Keenam JBelas 

Hak Pelindungan dart Bencana 

Pasal 53 

(1) Setiapi Penyandang Disabilitas mempunyai bak mendapatkan priorijta^ 

pelayanan dan fasilitas yang aksesibe;l dalam setiap tabapan pro$eB 

penanggulangan bencana sesuai dengan kebutubannya. 

(2) Setiapi Penyandang Disabilitas mempunyai bak dan kewajiban ikut sejrt 

dalam setiap tabapan proses penanggukingan bencana. 

(3) Tabaptan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud p^d 

ayat (1) meliputi: 

a. pra bencana; 

b. saa t tanggap darurat; dan 

c. pasca bencana. 

Bagian Ketujub Belas 

Hak Habilitasi dan Rtjbabilitasi 

Pasal 54 

Penyandang Disabilitas mendapatkan bak Habilitasi dan Rebabilitasi seja 

dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuban dan bebas memilib bentuk 

^Rebabilitasi yang akan diikuti. 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas fasilitas umum an 

perkantoran yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dia ur 

dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Kelima Belas 

Hak Pelayanan Publik 

Pasal 51 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh Akomodasi y g 

Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat ta 

Diskrirninasi. 

Pasal 52 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendamping 

penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tern at 

layanan publik tanpa tambahan biaya. 

Bagian Keenam Belas 

Hak Pelindungan dari Bencana 

Pasal 53 

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mernpunyai hak rnendapatkan prior· as 

pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap t.ahapan pro es 

penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya. 

(2) Setiap Penyandang Disabilitas rnempunyai hak dan kewajiban ikut s 

dalarn setiap tahapan proses penanggulangan bencana. I 

(3) Tahapan proses penanggulangan benca.na sebagaimana dimaksud p da 

ayat (1) meliputi: 

a. pra bencana; 

b. saa.t tanggap darurat; dan 

c. pasca bencana. 

Bagian Ketujuh Belas 

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi 

Pasal 54 

Penyandang Disabilitas mendapatkan hak Habilitasi dan Reh.abilitasi s · ak 

dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan dan bebas memilih ben uk 

Rehabilitasi yang akan diikuti. 
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Pasal 55 

Pemerintal-i Daerah wajib menyelenggargikan dan memfasilitasi tempat sebagai 

pusat Habilitasi dan Rebabilitasi yang inklusif dan aksesibel sebagai puisat 

pemberdayaan dan kontrol kesebatan terbadsip Penyandang Disabilitas. 

Pasal 56 

Pemerintab Daerab dapat bekerjasama dan atau bermitra dengan pusat ter ipi 

kbusus terbadap Pemenuban Hak Penyandaaig Disabilitas dalam bal kontjrojl 

kesebatan di pusat Habilitasi dan Rebabilitasi 

Pasal 57 

Ketentuan lebib lanjut terkait penyelenggareian fasilitas pusat Habilitasi caiji 

Rebabilitasii terbadap Penyandang Disabilitas diatur dengan l^eraturan ^^'a 

Kota. 

Bagian Kedelapan Belas 

Konsesi 

Pasal 58 

Pemerintab Daerab wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilita|s 

Pasal 59 

Pemerintali Daerab mengupayakan pibak sw^asta untuk memberikan Konsesi 

untuk Penyandang Disabilitas. 

Pasal 60 

Pemerintali Daerab memberikan insentif bagi perusabaan swasta y ^ j a 

memberikgin Konsensi untuk Penyandang Disabilitas. 

Bagiem Kesembilan Belas 
Hak PendataEin 

Pasal 61 

(1) Pemerintab Daerab menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas 

secara terpadu, periodik, berkesinambungan dan berbasis digital. 
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Pasal 55 

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi tempat seba ai 

pusat Habilitasi dan Rehabilitasi yang inklusif dan aksesibel sebagai pu at. 

pemberdayaan dan kontrol kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas. 

Pasal 56 

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan atau bermitra dengan pusat ter pi 

khusus terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalarn hal kon rol 

kesehatan di pusat Habilitasi dan Rehabilitasi 

Pasal 57 

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan fasilitas pusat Habilitasi an 

Rehabilitas.i terhadap Penyandang Disabilita.s diatur dengan Peraturan ali 

Kota. 

Bagian Kedelapan Belas 

Konsesi 

Pasal 58 

Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilit s. 

Pasal 59 

Pernerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Kon esi 

untuk Penyandang Disabilitas. 

Pasal 60 

Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta y g 
mernberikan Konsensi untuk Penyandang Disabilitas. 

Bagian Kesembilan Belas 
Hak Pendataan 

Pasal 61 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabili as 

secara terpadu, periodik, berkesinambungan dan berbasis di.gital. 
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a l : 

(2) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi digital yang bertujuan dabmi 

input p)endataan, pengelolaan data dan keterbukaan informasi terbadap 

setiap kondisi dan perkembangan Perlindungan dan Pemenuban H 

Penyandang Disabilitas. 

(3) Pemerintab Daerab mengembangkan dan mempromosikan standar, teknjik 

dan metodologi statistik dalam kegiatan p(;ndataan. 

(4) Pemerintab Daerab membangun kerjasama dengan institusi atau piljaljc 

lain dalam rangka pendataan. 

(5) Peranglcat Daerab yang mempunyai tug;as dan fungsi pokok di biddn^ 

komunikasi dan informasi melakukan penyelenggaraan, koordinasi, qap 

fasilitasi pelaksanaaan pendataan berbasis digital. 

Bagian Kedua Pulub 

Hiik Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat 

Pasal 62 

Penyandang Disabilitas mempunyai Hak untuk bidup secara mandiri ĉ aiji 

dilibatkan dalam masyarakat. 

Pasal 63 

Pemerintali Daerab mendukung Pemenuban Hak Penyandang Disabilitas 

untuk bidup secara mandiri menyediakan pelatiban dan pendampingan untuk 

bidup secara mandiri bagi Penyandang Disabilitas. 

Pasal 64 

Pemerintali Daerab mendukung Pemenubim Hak PenyandEing Disabilitas 

untuk dilibatkan dalam masyarakat dengan menyediakan alcomodasi ytin: 

layak bagi Penyandang Disabilitas untuk berperan serta dalam kebidupaji 

bermasyarakat. 

Bagian Kedua Pulub Satu 

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dsin Memperoleb Informasi 

Pasal 65 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk berekspnjsi 

berkomunikasi, dan memperoleb informasi. 
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(2) Pemerintah Daerah menyediakan aplika si digital yang bertujuan dal 

input pendataan, pengelolaan data dan keterbukaan informasi terha 

setiap kondisi dan perkembangan Perlindungan dan Pe:menuhan 

Penyandang Disabilitas. 

(3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mempromosikan standar, te 

dan metodologi statistik dalam kegiatan pendataan. 

(4) Pemerintah Daerah membangun kerjasama dengan institusi atau 

lain dalam rangka pendataan. 

(5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bid 

komunikasi dan informasi melakukan penyelenggaraan, koordinasi, 

fasilitasi pelaksanaaan pendataan berbasis digital. 

Bagian Kedua Puluh 

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat 

Pasal 62 

Penyandang Disabilitas mempunyai Hak u:ntuk hidup secara mandiri an 

dilibatkan dalam masyarakat. 

Pasal 63 

Pemerintah Daerah mendukung Pemenuhan Hak Penyandang Disabili as 

untuk hidup secara mandiri menyediakan pelatihan dan pendampingan unt k 

hidup secara mandiri bagi Penyandang Disabilitas. 

Pasal 64 

Pemerintah Daerah mendukung Pemenuhan Hak Penyandang Disabilras 
untuk dilibatkan dalam masyarakat dengan menyediakan akomodasi y g 

layak bagi Penyandang Disabilitas untuk berperan serta dalam kehidu an 

bermasyarakat. 

Bagian Kedua Puluh Satu 

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi 

Pasal 65 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bereks pr si, 

berkomunikasi, dan memperoleh informasi, 
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(2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleb informas;i sebagaimajn^ 

dimaksud pada ayat (1) meliputi bak untuk: 

a. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang muda|i 

diakses; dan 

b. menggunakan dan memperoleb fasilitas informasi dan komunikbsji 

beru]Da babasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam 

interaksi resmi. 

Bagian Kedua Pulub Dua 

Hak Berpindab Tempat dan Kewarganegaraan 

Pasal 66 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk berpindab 

mempertabankan, atau memperoleb kewarganegaraan sesuai dengaiji 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk memperoleb, memiliki, daili 

menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketenti:|ai]i 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyandang Disabilitas mempunyai bak untuk keluar atau masuk wilajjalji 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua Pulub Tiga 

Hak Bebas Dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi 

Pasal 67 

(1) Pemerintab Daerab menjamin Penyandang Disabilitas terbebas d|ai|i 

segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. 

(2) Pemerintab Daerab, korporasi, lembaga masyarakat dem masyarakat 

melakukan pencegaban terjadinya kekerasan, diskriminasi pa^i 

eksploitasi terbadap Penyandang Disabilitas. 

(3) Pencegaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara Ikiiji 

mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegalian terjadinya 

kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terbadap Penyandang Disabilitas 

kepada masyarakat. 

Pasal 68 

Pemerintab Daerab memberikan Pelindungan dan bantuan bagi Penyandand; 
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(2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi 

dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk: 

a. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media. yang mud 

diakses; dan 

b. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunik 

berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dal 

interaksi resmi. 

Bagian Kedua Puluh Dua 

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan 
Pasal 66 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk 

mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh, memiliki, 

menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketent 

peraturan perundang-undangan, 
(3) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk keluar atau masuk wila ah 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua Puluh Tiga 
Hak Bebas Dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi 

Pasal 67 

(1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas terbebas am 

segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. 

(2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyar 
melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi 

eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas. 

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara 
mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadi ya 
kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabili as 

kepada masyarakat. 

Pasal 68 

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan dan bantuan bagi Penyandan 
Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. 
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BAB V I 
PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS 

Pasal 69 

Selain hale Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

perempuan dengan Disabilitas memiliki bak: 

a. atas kesebatan reproduksi; 

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; 

c. mendapatkan Pelindungan lebib dari perLakuan diskriminasi berlapis; d i n 

d. mendapatkan Pelindungan lebib dari tindak kekeras;an, terma^u|<: 

kekerasan dan eksploitasi seksual. 

Pasal 70 

Selain bale Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

anak Peny andang Disabilitas memiliki bak: 

a. mendapatkan Pelindungan kbusus dari diskriminasi, penelantarjan 

pelecebsm, eksploitasi, serta kekerasan dan kejabatan seksual; 

b. mendapatkan perawatan dan pengasuban keluarga atau keluarga pengga|nt|i 

untuk tumbub kembang secara optimal; 

c. dilindungi kepentingannya dalam pengamtilan keputusan; 

d. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai intejgrasi sosial (̂ a| 

pengemljangan individu; dan 

e. mendapatkan pendampingan sosial. 

BAB VII 

KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS, ]=>EMERINTAH DAERAH, BADAhi 

USAHA MILIK DAERAH, DAN PERUSAHAAN SWASTA 

Pasal 71 

Penyandang Disabilitas sesuai derajat Disabilitasnya, tingkat j^endidikan da a 

kemampuannya wajib berperan serta dalam segala aspek kebidupan sebagai 

warga negara Indonesia. 

Pasal 72 

(1) Pemerintab Daerab dan badan usaba milik Daerab wajib mempekerjakan 

Penyandang Disabilitas paling sedikit 2'/o (dua persen) dari keseluruban 

jumlab pegawai atau pekerjanya. 
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BAB VI 
PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS 

Pasal 69 

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, 

perempuan dengan Disabilitas memiliki hak: 

a. atas kesehatan reproduksi; 

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; 

c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; d 

d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, terma uk 

kekerasan dan eksploitasi seksual. 

Pasal 70 

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud clalam Pasal 7, 

anak Penyandang Disabilitas memiliki hak: 

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, 

pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; 

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengg ti 

untuk tumbuh kembang secara optimal; 

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; 
d. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial an 

pengembangan individu; dan 

e. mendapatkan pendampingan sosial. 

BAB VII 

KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS, PEMERINTAH DAERAH, BAD 

USAHA MILIK DAERAH, DAN PERUSAHAAN SWASTA 

Pasal 71 

Penyandang Disabilitas sesuai derajat Disabilitasnya, tingkat pendidikan 
kemampuannya wajib berperan serta dalam segala aspek kehidupan sebag 
warga negara Indonesia. 

Pasal 72 
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(1) Pemerintah Daerah dan badan usaha rrulik Daerah wajib mempekerj an 

Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari keseluru an 

jumlah pegawai atau pekerjanya. 
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(2) Perusahaan swasta di daerah wajiti mempekerjakan Penyandang 

Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari keseluruban jumlal i 

pegawai atau pekerjanya. 

(3) Kewajih'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukjari 

apabila telab mempunyai pegawai atau tenaga kerja. 

(4) Peneriniaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) barus memenubi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. 

(5) Badan usaba milik Daerab dan piirusabaan swastEi yang tidak 

melaksanakein kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. pengbentian kegiatan operasional; 

c. pembekuan izin usaba; dan 

d. pencabutan izin usaba. 

(6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pad^ 

ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB VII I 

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 73 

Pemerintali Daerab dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan se|rt̂  

sistem perencanaan pembangunan yang pengarusutamakan Penyandang 

Disabilitas. 

BAB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAPL\ 

Pasal 74 

(1) Masyaiakat ikut berperan serta dalam Perlindungan Penyandan 

Disabilitas. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapa 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. peningkatan kepedulian dan kemampuan penanganan kepade 

Penyandang Disabilitas; j | 

b. memberikan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas 

dalfim segala aspek kebidupan dan penghidupan; 
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(2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan Penyand 

Disabilitas paling sedikit 1 % (satu persen) dari keseluruhan jum 

pegawai atau pekerjanya. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

apabila telah mempunyai pegawai atau tenaga kerja. 

(4) Penerimaan pegawai atau pekerja sebag.aimana dimaksud pada ayat (1 

dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. 

(5) Sadan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta yang ti ak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penghentian kegiatan operasional; 

c. pembekuan izin usaha; dan 

d. pencabutan izin usaha. 

(6) Ketentuan mengenai sanksi administrat.if sebagaimana dimaksud p d� 

ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB VIII 

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 73 

Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan s a 

sistem perencanaan pembangunan yang pengarusutamakan Penyandang 

Disabilitas. 

BAB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SADAN USAHA 

Pasal 74 

(1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Perlindungan 

Disabilitas. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) da at 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. peningkatan kepedulian dan kemampuan penanganan kepida 
Penyandang Disabilitas; 

b. mernberikan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabiljtas 

dalam segala aspek kehidupan dan pe:nghidupan; 
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c. melibatkan Penyandang Disabilitas secara aktif dalam kegiatabl 

kemasyarakatan yang mendukunig terlaksananya peningkataibl 

Perlindungan dan Pemenuban Hak Penyandang Disabilitas. 

Pasal 75 

Badan usaba berperan serta dalam masyarakat dalam penyelenggan .an 

Pelindungan Penyandang Disabilitas. 

Peran serta badan Usaba sebagaimEina dimaksud ayat (1) dajjajl 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. pemberian saran dam pertimbangan kepada Pemerintab Daerab; 

b. pemberian pendidikan dan pelatiban; 

c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; 

d. pendirian fasilitas dan penyelenggargian Rebabilitasi beigi Penyand^^; 

Disabilitas; 

e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga abli dan tenaga sosial bja^ 

Penyandang Disabilitas untuk melaJcsanakan dan membantu untuk 

meningkatkan kesejabteraan sosial; 

f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilittis; dan/atau 

g. penyediaan lapangan kerja dan usabci. 

B A B X 

PEMBINAAN DAN PE^^GAWASAN 

Pasal 76 

Pemerintab Daerab melakukan pembinaan dan pengawasan terbadap 

penyekinggaraan Pelindungan dan Pemenuban bak: Penyandjing 

Disabilitas. 

Pembinaan dan pengaSwasan sebagai:mana dimaksud pada ayat ( 

dilakukan melalui: 

a. peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kompetejn^i 

melindungi Penyandang Disabilitas; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentin^aln 

penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas; dan 

c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

Pelindungan Penyandang Disabilitas. 
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c. meli.batkan Penyandang Disabilitas secara aktif da.lam kegia an 

kemasyarakatan yang rnendukung terlaksananya peningka an 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Pasa.l 75 

(1) Badan usaha berperan serta da.lam masyarakat 

Pelindungan Penyandang Disabilitas. 

(2) Peran serta badan Usaha sebagaimana 

dilaksanakan mela.lui kegiatan: 

a. pernberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; 

b. pernberian pendidikan dan pelatihan; 

c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; 

d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Penyand g 

Disabilitas: 

e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosia.l agi 
I 

Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu un uk 

meningkatkan kesejahteraan sosia.l; 

f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas; dan/ata 

g. penyediaan lapangan kerja dan usaha. 

BABX 

PEMBINMN DAN PENG AW ASAN 

Pasa.1 76 

sebagaimana dimaksud pada ayat J, 
I 

(2) Pembinaan dan penga3wasan 

di.lakukan mela.lui: 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyand g 

Disabilitas. 

a. peningkatan sumber daya rnanusia yang memiliki 

melindungi Penyandang Disabilitas; 

kompet nsi 
I 

b. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentin an 

penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas; d.an 

c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan eva.luasi penyelenggaraan 

Pelindungan Penyandang Disabilitas. 
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(3) Ketentujm mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimaijia 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB X I 

KOORDINASI 

Pasal 77 

(1) Pemerintab Daerab membentuk mekanisme koordinasi di tingkat daerib 

dalam nmgka melaksanakan Pengbormatan, Pelindungan, dan Pemenubfin 

bak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Koordinasi dilakukan oleb Wali Kota dengan Perangkat Daerab yaijig 

terkait. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk 

menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggarjin 

pelaksanaan Pengbormatan, Pelindungan, dan Pemisnuban bjik 

Penyandang Disabilitas. 

(4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kojta 

melaksanakan tugas: 

a. melaJcukan sinkronisasi program dan kebijakain dalam rangka 

pelalcsanaan Pengbormatan, Pelindungan, dan Pemenuban bqk 

Penyandang Disabilitas; 

b. menjamin pelaksanaan Pengbormatan, Pelindungan, dan Pemenub^ 

bak Penyandang Disabilitas berjalan efektif; 

c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pengbormatan, Pelindungan, d^n 

Pemenuban bak Penyandang Disabilitas; dan 

d. menyinkronkan penggunaan anggareoi pelaksanaan Pengbormataln 

Pelindungan, dan Pemenuban bak Penyandang Disabilitas ageir 

berjidan efisien. 

BAB X I I 

BINA PRESTASI 

Pasal 78 

(1) Penyandang Disabilitas yang memiliki Icemampuan kbusus di bidaig 

budaya, sains, olabraga dan teknologi wajib mendapatkein pembinguin 

kbusus oleb Pemerintab Daerab. 
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(3) Ketentuan mengenai tata cara pernbinaan dan pengawasan sebagaim a 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB XI 

KOORDINASI 

Pasal 77 

c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, d 

Pernenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan 

b. menjarnin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuh 

hak Penyandang Disabilitas berjalan efektif; 

a. rnelakukan sinkronisasi program clan kebijakan dalam 

peiaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan 

Penyandang Disabilitas; 

d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormat 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas a 

berjalan efisien. 

(2) Koordinasi dilakukan oieh Wali Kota dengan Perangkat Daerah y 

terkait. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) bertujuan unt 

menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggar 

pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pernenuhan 

Penyanclang Disabiiitas. 

(4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat P), Wali K � 

melaksanakan tugas: 

[I] Pemerintah Daerah membentuk mekanisrne koordinasi di tingkat daer 

dalam rangka meiaksanakan Penghormatan, Peiindungan, dan Pemenuh 

hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. 

BAB XII 

BINA PRESTASI 

Pasal 78 

(1) Penyanclang Disabilitas yang memiliki kemampuan khusus di bid 

budaya, sains, olahraga dan teknologi wajib mendapatkan pembina 

khusus oieh Pemerintah Daerah. 
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(2) Pembinaan kbusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pelatiban dan pengembangan kompetensi ;k±iusus. 

(3) Ketentuan lebib lanjut sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dan (2) diat|ui 

dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB XI I I 
PENGHARGAAN 

Pasal 79 

(1) Pemerintab Daerab dapat memberikan p(mgbargaan kepada setiap orajig 

yang b(;rjasa dalam Pengbormatan, Pelindungan, dan Pemenuban Hpk 

Penyandang Disabilitas. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian pengbargEian sebagaimana dimaksud pa^a 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota . 

BAB XIV 

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALU/iSI 
Pasal 80 

Perencanaan Pemenuban Hak Disabilitas wajib dijalankan okib Pemerinthb 

Daerab di semua tingkatan, organisasi/kelompok pemerbati Penyandaig 

Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas dalam menyelenggarakan 

Pengborma :an dan Pelindungan Penyandang Disabilitas. 

Pasal 81 

Penyelenggjiraan Pemenuban Hak Penyandang Disabilitas wajib dilaksanakan 

oleb pemerintab daerab di semua tingkatan, organisasi/kelomjjok pemerbati 

Penyandang Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas untuk mewuj udkjm 

Pengbormatan dan Pelindunggin terbadap Penyandang Disabilitas 

Pasal 82 

(1) Evaluasi Pemenuban Hak Penyandang Dijiabilitas wajib dilalcsanakan olhb 

Pemerintab Daerab secara partisipatif dengan melibatkan badan usaJia 

milik dfierab, sektor swasta, organisasi/kelompok pemerbati Penyandaig 

Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas dan/atau masyarakat umum sebagai 

bentuk tindak lanjut keberbasilan program Pelindungan dan Pemenuban 

Hak Disabilitas. 
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(2) Pernbinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pelatihan dan pengembangan kompetensi khusus. I 
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dia n 1, 

dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB XIII 
PENGHARGAAN 

Pasal 79 

(1) Pemerin.tah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap or 

yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan H 

Penyandang Disabilitas. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pa 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB XIV 

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI 

Pasal 80 

Perencanaan Pemenuhan Hak Disabilitas wajib dijalankan oleh Pemerint 

Daerah di semua tingkatan, organisasi/kelompok pemerhati Penyanda 
Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas dalam menyelenggarak 

Penghormatan dan Pelindungan Penyandang Disabilitas. 

Pasal 81 

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas wajib dilaksanak 

oleh pemerintah daerah di semua tingkatan, organisasi/kelompok pemerh 

Penyandang Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas untuk mewujudk 

Penghorrnatan dan Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas 

Pasal 82 

(1) Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas wajib dilaksanakan ol h 
Pemerintah Daerah secara partisipatif dengan melibatkan badan us 

milik daerah, sektor swasta, organisasi/kelompok pernerhati Penyand g 
Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas dan/atau masyarakat umum seba ai 
bentuk tindak lanjut keberhasilan program Pelindungan dan Pemenuh 

Hak Disabilitas. 
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(2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap tabun can 

bertabELp mulai deiri keluraban sampai pEida pemerintahan daerab dengan 

tujuan untuk mengukur keterbambatan realisasi program PelindungEui 

dan Pemenuban Hak Disabilitas. 

Pasal 83 

(1) Selurub program dan bentuk implementasi Pelindungan dan PemenuHaii 

bak Penyandang Disabilitas barus melalui prosedur yang sistematis yaitu 

memiliki perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi. 

(2) Pemerintab Daerab, badan usaba milik IDaerab dan organisasi/kelompjok 

pemerbati Penyandang Disabilitas bertug:as dalam menjalankan prosecu: 

perencfinaan, penyelenggaraan dsin evaluasi terbadap Pelindungan dan 

Pemenuban bak Penyandang Disabilitas. 

Pasal 84 

Ketentuan lebib lanjut terkait prosedur perencanaan, penyelenggaraan, daik 

evaluasi Pelindungan dan Pemenuban bak Disabilitas diatur dtilam PeratuijEuji 

Wali Kota 

BAB XV 
PENDANAAN 

Pasal 85 

Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan dim Pemenuban Hsik PenyandEng 

Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeiEili 

dan/atau sumber lain yang sab dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan iperundang-undangan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Peraturan pelaksanaan dari Peratursin Daerab ini barus ditetapkan pal ng 

lambat 6 (enam) bulan terbitung sejak Peraturan Daerab ini diuiidangkan. 

Pasal 87 

Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanjjgal diundangkan. 
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(2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap tahun 

bertahap mulai dari kelurahan sampai pada pemerintahan daerah den 

tujuan untuk mengukur keterhambatan realisasi prograrn Pelindun 

dan Pemenuhan Hak Disabilitas. 

Pasal 83 

(1) Seluruh program dan bentuk implernentasi Pelindungan dan Pemenu j 
hak Penyandang Disabilitas harus melalui prosedur yang sistematis ylhll 
merniliki perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi. 

(2) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah dan organisasi/kelom ok 

pemerhati Penyandang Disabilitas bertugas dalam menjalankan prose ur 

perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap Pelindungan an 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 

Pasal 84 

Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur perencanaan, penyelenggaraan, ,1 
evaluasi Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas diatur dalarn Peratu , 

Wali Kota 

BAB XV 
PENDANAAN 

Pasal 85 

Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan H�tl<: Penyand J 
Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae J 
dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketent ,.�f 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dae:rah ini harus ditetapkan Pfilfn!ll 
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, 

Pasal 87 
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IL Agar setiap orang mengetahuinya, memerintEihkan pengundang;an Rancanga 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab KotJi 

Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontcdo 

padatanggal 18 Desember 2023 

WALI KOTA GORONTALO^ 

Diundangkan di Gorontalo 

padatanggal 18 Desember 

. TAHA 

2023 

I SEKRETAl^IS D KOTA GORONTALO, 

I S M A I L M A D J I D 

L E M B A R A N D A E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2023 N O M O R .3 

NOREG P E ; R A T U R A N DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTAlio 

(3/31/2023) 
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Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Rancan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah K ta 

Gorontalo. 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 Desember 

�1 SEKRETARIS D 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 De sember 2023 

� WAL! KOTA GORONTALOr 

�� 7TAHA 
2023 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .3 

NOREG PE:RATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINS! GORONTA lo: 
(3/31/202:1) 



PENJELASAr^ 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISlABILITAS 

I . UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tabun 1945 menjamin 

adanya pei'samaan dan keadilan dalam mendapatkan bak-bak: warga negjira 

untuk mer.capai kesejabteraan, mencukupi biak-bak dasamya, dan perlakuan 

yang sama disegala bidang kebidupan. PasEil 28H ayat (2) Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tabun 1945 menyebutkan Ijabwa: "Set 

orang berbak mendapat kemudaban dam perlakukan kbusus untjuk 

memperoleb kesempatan dain manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilem". Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 281 ayat (2) babira 

"Setiap orang bebas dairi perlakuan yang Ijersifat diskriminaitif atas dauar 

apapun dan berbak mendapatkan perlindungan terbadap perlakuan yeng 

bersifat diskriminatif . Selain dalam batang tubub UUD 1945, Undang 

Undang Nomor 39 Tabun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga te 

memberikan jaminan, pengakuan, serta perlindungan terbadap bkkj, 

kedudukan dan perlakuan diskriminatif kepada setiap warga negara 

termasuk Ijagi penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3) UU HAM Tabun 1999 

secara kbuisus mengatur: "Setiap orang yang; termasuk kelompok masyaralcat 

yang rentan berbak memperoleb perlakuan dan perlindungan lebib berkena ajji 

dengan kekbususannya". Penjelasan Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, yan 

dimaksud dengan" kelompok masyarakat yang rentan" atara lain adalab ordng 

lanjut usia, anak-anaik, fakir miskin, wainita bamil, dan "penyandang cacat". 

Untuk menjamin Pelindungan kbusus terbadap bak dan keciudukan, serta 

Pelindungan dari perlakuan diskriminatil' bagi penyandaiig disabibtas, 

diperlukan instrumen bukum ysing secara Icbusus pula mengatur mengenai 

penyandang disabilitas. Jaminan Pelindungain terbadap bak dan kedudukan 

yang setaia serta jaminan Pelindungan dari perlakuan disloiminatif bagi 

penyandang disabilitas dalam segala aspek kebidupan secara yuridis formil 

sebenamya telab diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tabun 2016 tentang 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menja 

adanya persamaan dan keadilan dalam mendapatkan hak-hak warga neg a 

untuk mencapai kesejahteraan, mencukupi bak-hak dasarnya, dan per! 

yang sama disegala bidang kehidupan. Pasal 28H ayat (2) Undang- Und 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa: 

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persam a?­ 
dan keadilan". Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 281 ayat (2) bah a: 

"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas da ar 

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan y 
bersifat diskriminatif". Selain dalam batang tubuh UUD 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga te ah 

memberikan jaminan, pengakuan, serta perlindungan terhadap 

kedudukan dan perlakuan diskriminatif kepada setiap 
termasuk bagi penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3) UU HAM Tahun 1 

secara khusus mengatur: "Setiap orang yang termasuk kelompok masyar 

yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berken 

dengan kekhususannya". Penjelasan Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, y 
dimaksud dengan" kelompok masyarakat yang rentan" atara lain adalah or 

lanjut usia., anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan "penyandang cac 

Untuk menjamin Pelindungan khusus terhadap hak dan kedudukan, se a 

Pelindungan dari perlakuan diskriminatif bagi 

diperlukan instrumen hukum yang secara khusus 

penyandang disabilitas. Jaminan Pelindungan terhadap hak dan kedudu an 
yang setara serta jaminan Pelindungan dari perlakuan diskriminatif bagi 

penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan secara yuridis 
forfrul 

r-t--T----=lsebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tent g 
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Penyandang Disabilitas. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerab dan 

guna menampung kondisi kbusus daerab dan/atau mendukung Undang 

Undang Nomor 8 Tabun 2016 kbususnya pada Pasal 27 aj^at (I) tenttng 

Penyandang Disabilitas, yang menyatakan Ijabwa Pemerintab Daerab wajilj 

melakukar. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksana an 

Pengbormaitan, Pelindungam dan Pemenuban Hak Penyandaing Disabilitafi 

maka Pemerintab Kota Gorontalo berwenang untuk mengatur lebib kbu^uh 

dalam bentuk Peraturan Daerab. Atas dasai" tersebut, Pemerintaban Daerali 

Kota Gorontalo membentuk Peraturam Daerab tentang Pelindungan dan 

Pemenuban Hak Disabilitas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cuku}) Jelas. 

Pasal 2 

Cukuj) Jelas. 

Pasal 3 

H uruf a 

Yang dimaksud dengan "asas pengbormatan terbadap martabjat 

adalab pengakuan terbadap barga diri Penyandang Disabilijta^ 

yang barus dilindungi, diborma ti, dan ditegakkan. 

Pluruf b 

Yang dimaksud dengan "asas; otonomi individu" adalab tiak 

setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tic.gik 

bertindak dan bertanggung jawab atas piliban tindakannya 

tersebut. 

Huruf c 

Cukup Jelas. . 

Pluruf d 

Yang dimaksud dengan "asias partisipasi penub" adalab 

Penyandang Disabilitas berperEin serta secara aktif dalam segjal^ 

aspek kebidupan sebagai wargfi Negara. 

Pluruf e 

Yang dimaksud dengan "asas keragaman manusia dan 

kemanusiaan" adalab Pengbormatan dan penerim aan perbedaan 

iK. � � 
1.-. 

!; : �/' 
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Penyandang Disabilitas. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah an 

guna menampung kondisi khusus daerah dan/atau mendukung Und 

Undang Nornor 8 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 27 ayat (1) tent g 
Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah w 

melakukar:. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksan 

Penghorrnatan, Pelindungan dan Pernenuhan Hak Penyandang Disabilifas 
maka Pemerintah Kota Gorontalo berwenang untuk mengatur lebih khu,us 
dalam bentuk Peraturan Daerah. Atas dasar tersebut, Pemerintahan Dae ah 

Kota Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan an 

Pemenuhan Hak Disabilitas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

Pasal 3 

Hurufa 

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap marta t" 

adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabili as 
yang harus dilindungi, dihorma.ti, dan ditegakkan. 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan "asas otonomi individu" adalah 

setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau ti 

bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakan 

terse but. 

Huruf c 

Cukup Jelas .. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi penuh" ada ah 

Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam seg a 

aspek kehidupan sebagai warga Negara. 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan "asas keragaman manusia an 

kernanusiaan" adalah Penghorrnatan dan penerim.aan perbed an 
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terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian diaxi keragamqn 

manusia dan kemanusiaan. 

Huruf f 

Cukup Jelas. . 

Huruf g 

Yang dimeiksud dengan "asas kesetaraan" adsilab kondisi di 

berbagai system dalam masyarakat dan lingkungan, sepejrti 

pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi ya ig 

dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasqk 

Penyandang Disabilitas. 

Huruf b 

Cukup Jelas. . 

Huruf i 

Cukup Jelas. . 

Huruf j 

Cukup Jelas.. 

Huruf k 

Cukup Jelas. 

Pasal 4 

Cukup Jelas. 

Pasa l5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Penyendang Disabilitas fisisk" adalhb 

terganggunya fungsi gerak, antsira lain amputasi, lumpub lajnih 

atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibjat 

kusta, dan orang kecil 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektui l 

adalab terganggunya fungsi piker Karena tingkat kecerdasan di 

bawab rata-rata, antara lain lambat belajar , disa.bilitas grab^ta 

dan doK^ri syndrome 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "Penyendang Disabilitas mental" adalab 

terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, anteira lain : 
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terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragam 
manusia dan kemanusiaan. 

Huruf f 

Cukup Jelas .. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi di 

berbagai system dalam masyarakat dan lingkungan, sepe tl 

pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi y g 

dibuat dapat mengakomodasi semua orang termas k 

Penyandang Disabilitas. 

Huruf h 

Cukup Jelas .. 

Huruf i 

Cukup Jelas .. 

Huruf j 

Cukup Jelas .. 

Huruf k 

Cukup Jelas. 

Pasal 4 
Cukup .Ielas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Penyendang Disabilitas fisisk" adal 

terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh lajh 
atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, aki at 

kusta, dan orang kecil 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilita.s intelektu l" 

adalah terganggunya fungsi piker Karena tingkat kecerdasan di 

bawah rata-rata, antara lain lambat belajar , disabilitas grah ta 

dan down syndrome 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "Penyendang Disabilitas mental" adal 

terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 
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Psikososial dia antaranya skizcfrenia, bipolar, dejpresi, anxietjas 

dan gangguan keperibadian; dan 

Disabilitas perkembangan yang berpengarub pada kemampLjaiti 

interaksi sosial dia antaranya autis dan biperktif 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensoijikj" 

adalab terganggunya salab satu fungsi dari panca indera 

antaralain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/aqaip 

disabilitas wicara. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau mulltil' 

adalab Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebib rag am 

divsabilitas, antara lain disabilitas rungu- wicara dan disabilitas netra 

tuli. 

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalab jan^k 

WEiktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
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Psikososial dia antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxiet s, 

dan gangguan keperibadian; dan 

Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemamp 

interaksi sosial dia antaranya autis dan hiperktif 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas senso ik" 

adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca ind ra, 

antaralain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/a au 

disabilitas wicara. 

Ayat ('.2) 

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau m lti" 

adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih rag 

disabilitas, antara lain disabilitas rungu- wicara dan disabilitas ne 

tuli. 

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jan ka 

waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
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Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat ( 1 ) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Yiing dimaksud dengan "Rehabilitasi medis" adalali penangan|an 

sficara menyelurub dari penderita yang mengalami gangguan fun 

/eidera {impairrment), kebilangan fungsi/disabilitas {disability) yalng 

b<?rasal darri susunan otot tulang {musculoskeletal), susunan oto; 

syaraf {neuromuscular), susunan jantung dan paru-paru 

{cardiovascular and respiratory system), serta gangguan mental sosjiai 

dim kekayaan yang menyertai kedisabilitasannya. 

Yimg dimaksud dengan "Rebabilitasi sosial" adalab p>erbaikan atjau 

pemuliban menuju penyempumaan ketidakberfungsian fisik, mental 

sosial, dan ekonomi sesuai kapasitas potensi penyandimg disabilitiis 

dengan kegiatan antara lain : 

a. Bimbingan sosial diberikan baik secara individu maupuri 

kelompok; 

b. Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mambu 

menyadarkan keterampilan yang dimiliki dim jenis-jenisi 

keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatrya; 

0. Bimbingan dan penyuluban diberikan terbadap keluarga dian 

lingkungan sosial dimana disabilitas berada; 

d. Resosialisasi yaitu segala upaya yang bertujuan unutk 

menyiapkan disabilitas agar mampu berintegrasi dakim 

kebidupan masyarakat; 

e. Pembinaan tindak lanjut diberikan agar keberbasilan klien daU\n 

proses Rebabilitasi dan telab disalurkan dapat lebih 

dimantapkan, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketalju. 

apakab klien dapat menyesuaikan diri dan da]Dt diterima 

masyarakat. 

d 
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susunan jantung dan syaraf (neuromuscular), 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat {l.) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi medis" adalah penanganan 

secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fun 

/cidera (impairrment), kehilangan fungsi/disabilitas (disability) y 

berasal darri susunan otot tulang (musculoskeletaij, susunan o ot 

(cardiovascular and respiratory system). serta gangguan mental so ial 

dan kekayaan yang menyertai kedisabilitasannya. 

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi sosial" adalah perbaikan a 

pemulihan menuju penyempumaan ketidakberfungsian fisik, men 

sosial, dan ekonomi sesuai kapasitas potensi penyandang disabilit s, 

dengan kegiatan antara lain : 

a. Bimbingan sosial diberikan baik secara individu maup n 

kelompok; 
b. Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mam u 

menyadarkan keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis 

keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatr..ya; 

c. Bimbingan dan penyuluhan diberikan terhadap keluarga 

lingkungan sosial dimana disabilitas berada; 

d. Resosialisasi yaitu segala upaya yang bertujuan un 

menyiapkan disabilitas agar mampu berintegrasi 

kehidupan masyarakat; 

e. Pembinaan tindak lanjut diberikan agar keberhasilan klien dalam 

proses Rehabilitasi dan telah disalurkan dapat 
le+h 

dirnantapkan, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketaliui 

apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapt diterima I di 

masyarakat. 



Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi edukasional" adalab bag an 

dari proses Rebabilitasi disEibilitas yang bemsaba untul c 

mengbilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi semaksimal 

mungkin pengarub negative yang disebabkan oleb kedisabilitas an 

terbadap mental disabilitas serta melatib mempersiapkan mertaJ 

mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat . 

Yang dimaksud dengan "Rebabilitasi keterampilan/karya ( 

Vocational Rehabilitation)" adalab suatu rangkaian kegiatan 

pelatiban yang berpengarub terbadap peningkatan pengetabu.an 

dan keablian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan, sebagai 

bagian dari suatu proses Rebabilitasi secara berkiesinambungan 

dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayar an 

yang memungkinkan para penyandang disabilitas 

memperolebkepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "promotif adalab suatu kegiataiji 

dan/atau serangkian keg:iatan pelayanan kesebatan yim 

lebib mengutamakan kegiatan yang bersifat prom|o î 

kesebatan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan " preventif adalab suatu kegiatan 

pencegaban terbadap suatu masalab kesebatan/penyaki 

6 

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi edukasional" adalah ba 

dari proses Rehabilitasi disabilitas 

menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi semaksi al 

mungkin pengaruh negative yang disebabkan oleh kedisabilita an 

terhadap mental disabilitas serta melatih mempersiapkan me 

mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyar 

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi keterampilan/kary 
Vocational Rehabilitations" adalah suatu rangkaian kegia an 

pelatihan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetah 
dan keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan, seb ai 

bagian dari suatu proses Rehabilitasi secara berkesinambun 

dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan 

yang memungkinkan para penyandang disabili as 

memperolehkepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 
Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Hurufa 

Yang dimaksud dengan "promotif' adalah suatu kegia an 

dan/atau serangkian kegiatan pelayanan kesehatan y g 
lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat pro 
kesehatan. 

Hurufb 
11 

Yang dimaksud dengan "preventif" adalah suatu kegia an 

pencegahan terhadap suatu masalah kesehat.an/penyaki . 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan "kurat i f adalah suatu kegiatjaii 

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan 

untuk penyembuban penyakit, pengurangan penderitaan 

akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penegendaliaii 

kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal 

mungkin. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "rebabilitatif adalab kegiatlarji 

dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 

bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga da])a 

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang bergunh 

untuk dirinya dan masyariikat semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesebatan daskrj' 

adalab Pusat Kesebatan Masyarakat, klinik pratama, dan 

dokter keluarga 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "ketersediaan informasi tentajn^ 

pelayanan kesebatan" adalab adanya informasi menegenai jenis 

pelayanan kesebatan, ketersediaan dokter, dan pi^rawat, adarya 

pendamping atau penerjemah babasa isyarat bagi pasieb 

dengan disabilitas tuli, adgmya pendamping bagi pasierk 

disabilitas netra serta adanya informasi Puskesmas dan/atau 

Rumab Sakit yang ramab terbadap penyandang disabilitas. 

Pasal 24 

Cu kup jelas. 

Pasal 26 

Cu kup jelas. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan "kuratif" adalah suatu kegia 

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang dituju an 

untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitjan 
akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penegendali 

kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seopti 

mungkin. 

Hurufd 

Yang dimaksud dengan "rehabilitatif" adalah kegia 

dan/atau serangkaian kegiatan untuk 

bekas penderita ke dalam masyarakat 

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang ber 

untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin ses 

dengan kemampuannya. 
Pasal 24 

Ayat (1) 

Hurufa 

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan das " 

adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik pratama, 
dokter keluarga 

Hurufb 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "ketersediaan informasi 

pelayanan kesehatan" adalah a.danya informasi menegenai je is 

pelayanan kesehatan, ketersedi.aan dokter, dan perawat, ad 

pendamping atau penerjemah bahasa isyarat: bagi pas en 

dengan disabilitas tuli, adanya pendamping bagi pas en 

disabilitas netra serta adanya informasi Puskesmas dan/a aUI 

Rumah Sakit yang ramah terhadap penyandang disabilitas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cu.kup jelas. 
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Pasal 27 

Cuikup jelas. 

Pasal 28 

Cuikup jelas. 

Pasal 29 

Cuikup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cuikup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cuikup jelas. 

Pasal 35 

Cuikup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cuikup jelas. 

Pasal 38 

Cvikup jelas. 

Pasal 39 

Cuikup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi sosial" adalab pro^ek 

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan 

penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan pei|ai|i 

sosialnya secara wajar dalam kebidupan masyaralcat. 

1- � � "" '-- 
.::: : ,I, 

rt - � 
r 

"' " I, 
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Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Huruf a � 
Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi sosial" adalah profes 
refungsionalisasi dan pengernbangan untuk mernungkink , 

penyandang disabilitas mampu melaksanakan fu:ngsi dan pe an 

sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 



9 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "jaminan sosial" adalali skema yalni 

melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas da])a 

memenubi kebutuban dasar bidupnya yang layak, 

Hu:ruf c 

Yang dimaksud dengan "bantuan sosial" adalab updy^ 

pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dai)a 

meningkatkan kesejabteraan scsialnya. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "pemlierdayaan sosial" adalab up^y^ 

untuk mengembangkan kemEindirian penyandemg disabilitas 

agar mampu melakukan pi^ran sosialnya s;ebagai waij"g^ 

masyarakat atas dasar kesetaraan dengan wairga lainnya. 

Huiruf e 

Yang dimaksud dengan "Pelindungan sosial" adalab upaya ysink 

diarabkan untuk mencegab dan menangani. resiko dEiri 

guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agaj: 

kelangsungan bidupnya dajiat dipenubi sijsuai dengan 

kebutuban dasar. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "bantuan langsung berkelanjutan" adaljalk 

pemberianbantuan tidak banya sekali dalam 1 (satu) tabun akan 

tetapi dapat diberikan beberapa kali dalam 1 (satu) tabun dengan 

model bantuan tunai bersyarat. 

Ayat (2) 

Upaya memberikan jaminan sosial ini diberikan kepada penyanda[n^ 

disabilitas dain orang tuanya yang tidak dapat bekerja karena setiap 

barinya barus mengurusi anaknya dengan disbilitas berat. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
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Hu.ruf b 

Yang dimaksud dengan "jaminan sosial" adalah skema y ng 
melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 
Hr.ruf c 

Yang dimaksud dengan "bantuan sosial" adalah 

pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar da at 

meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 
Hu.ruf d 

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan sosial" adalah up ya 
untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabili as 

agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai wa ga 

masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. 
Hr.ruf e 

Yang dimaksud dengan "Pelindungan sosial" adalah upaya y 
diarahkan untuk mencegah dan menangani. resiko 

guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 
kebutuhan dasar. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "bantuan langsung berkelanjutan" ad 

pemberianbantuan tidak hanya sekali dalam 1 (satu) tahun 

tetapi dapat diberikan beberapa kali dalam 1 

model bantuan tunai bersyarat. 
Ayat (2) 

Upaya memberikan jaminan sosial ini diberikan kepacla penyand g 
disabilitas dan orang tuanya yang tidak dapat bekerja karena set ap 
harinya harus mengurusi anaknya dengan disbilitas berat. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

C\ikup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Yaing dimaksud dengan "aksesibilitas" adalab kemudaban y^ng 

diberikan kepada penyandang disabilitas untuk m engembangkar i 

dinnya sebagai kompensasi dari t:idak berfungsinya bagian tubun 

penyandang disabilitas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Yang dimaksud dengan "aksesibilitas" adalah kernudahan y 
diberikan kepada penyandang disabilitas untuk m.engembang 
di::inya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tu uh 
penyandang disabilitas. 

Pas al 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pas al 51 

Cukup jelas. 
Pasal 52 

Cukup jelas. 
Pas al 53 

Cukup jelas. 
Pas al 54 

Cukup jelas. 

Pas al 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pas al 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pas al 59 

Cukup jelas. 

Pas al 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 



11 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "diskriminasi berlapis' Diskriminjasli 

yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai 

perempuan dan sebagi Penyandang Disabilitas sebingga merckq 

tidak mendapatkan kesempatan yang sama deilam keluar âi 

masyarakat, dan negara di berbagai bidang kebidupan. 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Pasal 70 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "Keluarga pengganti" adalab ornag tjuh 

asub, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang 

menjalankan peran dan tanggungjawab untuk memberikjari 

perawatan dan pengasuban kepada anak. 
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Pas al 62 
Cukup jelas. 

Pas al 63 
Cukup jelas. 

Pas al 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pas al 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pas al 69 
Huruf a 

Cukup Jelas. 

Hurufb 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "diskriminasi berlapis" Diskrimin si 

yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya seba ai 

perempuan dan sebagi Penyandang Disabilitas sehingga mer ka 

tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalarn keluar a, 

masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan. 

Hurufd 

Cukup Jelas. 

Pasal 70 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan "Keluarga pengganti" adalah ornag tjua 

asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga ykg 

menja!ankan peran dan tanggungjawab untuk memberJan 

perawatan dan pengasuhan kepada anak. 



Fluruf c 

Cukup Jelas. 

Fluruf d 

Cukup Jelas. 

Fluruf e 

Cukup Jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas 

Pasal 85 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 
Pasal 74 

Cukup jelas. 
Pasal 75 

Cukup jelas. 
Pasal 76 

Cukup jelas. 
Pasal 77 

Cukup jelas. 
Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 
Pasal 80 

Cukup jelas. 
Pasal 81 

Cukup jelas. 
Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 
Pasal 84 

Cukup jelas 
Pasal 85 

Cukup jelas 
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Pasal 86 

Cukup jelas 

Pasal 87 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA COFIONTALO NOMOR ?44 
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Pasal 86 

Cukupjelas 
Pasal 87 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR ?44 


